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ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisistingkat efektifitas dan efisiensi kinerjapelabuhan laut dan pelabuhan
perikanan Kendari, yang ditinjau dari aspek kelembagaan dan kewenangan masing-masing instansi. Efektifitas dan
efisiensi dalam lembaga penting adanya agar tujuan dari didirikannya lembaga tersebut dapat terpenuhi. Salah satu
indikasi adanyatidak efektif dan efisiensi dari kedualembagatersebut bahwa sama-samamengel uarkan Surat Persetujuan
Berlayar. Metode analisis menggunakan analisis SWOT dan analisis perbandingan normatif. Hasil analisis menunjukkan
bahwa peningkatan kinerja pengel olaan pel abuhan laut dan pelabuhan perikanan di Kendari semakin meningkat, namun
demikian di salah satu sisi terjadi peningkatan tuntutan akan pertambahan sarana dan prasarana sebagi akibat
meningkatnya permintaan pelayanan baik kualitas maupun kuantitas oleh pengguna pelabuhan laut dan pelabuhan
perikanan. Penataan kel embagaan pel abuhan laut dan pel abuhan perikanan di KotaK endari perlu dilakukan dengan cara
inventarisasi dan harmonisasi pasal demi pasal dari peraturan perundang-undangan yang menyangkut pelaksanaan
pengel olaan pel abuhan laut dan pel abuhan perikanan, antaralain: Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 17 tahun
2008 tentang Pelayaran, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

KataKunci: pelabuhan, perikanan, analisis SWOT, normatif

ABSTRACT

Sudy is to analyze the effectiveness and efficiency of seaports and fisheries harbors of Kendari, reviewed from the
ingtitution and authority of each institution.Effectiveness and efficiency are essential for the achievement of aim of the
organization’s purpose.One indication of ineffective and inefficiency of the two institutions that are issued the approval of
clearance. Amethod of analysisusing SMOT analysisand legal normative. Theresults of analysisshowing that performance
of seaport and fisheries harbors increase, however, on one side there was an increase in the number of facilities and
infrastructures due to the rising demand of the good quality and quantity by users. Sructuring of organization could be
done by inventarization and harmonization the article related to the sea port and fisheries harbor management, such as
Shipping Act and Fisheries Act.

Kata kunci: port, fisheries, SMOT analysis, normative
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PENDAHULUAN

Pelabuhan mempunyai beberapa manfaat
penting,seperti sebagai tempat berlabuhnya kapal-
kapal dalam maupun luar negeri; sebagai tempat naik
dan turunnya penumpang,sertatempat bongkar-muat
barang-barang dan hewan-hewan serta hasil
laut.Pel abuhan bahkan memegang peranan penting
dalam mendorong tumbuhnya kota-kota pel abuhan
seperti di Singapura,Hongkong, Tokyo,dan lain-
lain.K ota pel abuhan merupakan pusat pertumbuhan
dengan penggerak utamanyajasa-jasayang berkaitan
dengan perhubungan.Karena kegunaannya yang
begitu penting,pelabuhan memerlukan manajemen
khususdan terintegrasi dengan pengembangan kota
di mana pelabuhan tersebut terl etak.

Berkaitan dengan hal tersebut, pentingnyafungs
dan manfaat pelabuhan bagi perekonomian suatu
negara seharusnya berbanding lurus dengan kinerja
dan produktivitasyang dimiliki pelabuhan tersebut.
Kinerjapel abuhan yang baik tentunyadidukung oleh
berbagai faktor. Salah satu yang penting adalah
kecepatan dan ketepatan pel ayanan kepel abuhanan,
baik itu terkait dengan izin kegiatan usaha maupun
izin atau persetujuan yang terkait dengan kel aiklautan
kapal. Terkait dengan kajian ini yang membahas
pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan, kedua
pel abuhan merupakan instang terpisah yang memiliki
kewenangan, baik yang terkait dengan izin kegiatan
usaha maupun izin atau persetujuan yang terkait
dengan kelaiklautan kapal . Berkaitan dengan aur pikir
tersebut di atas, makakajian kelembagaan pelabuhan
laut dan pel abuhan perikanan di Kendari mempunyai
posisi yang strategis baik dalam perspektif
pengelolaan pembangunan daerah pada umumnya
serta perspektif pembangunan transportasi laut dan
perspektif pembangunan perikanan karenakajianini
berupaya mengevaluasi peran dan kondisi serta
kinerja pelabuhan laut Kendari dan pelabuhan
perikanan Kendari termasuk koordinasi dan
sinergisitas dari impelementasi program yang
diemban ol eh kedua |lembaga tersebut.

METODE

Berbagai pandangan terhadap pertumbuhan
ekonomi baik secara nasional,dan pandangan
tersebut mencacat bahwa kemajuan ekonomi
ekonomi suatu Negara dianggah oleh faktor-faktor
penunjang seperti: modal sumber dayamanusia (hu-
man capital),sumber daya alam (natural
resources),tingkat kepadatan penduduk dan teknol ogi
yang merupakan faktor kunci yang menjadi penjelas
mengapa suatu negara dapat mengakumul asi
kekayaan dan pertumbuhan ekonomi.Pencarian

penjelasan terhadap faktor yang menyebabkan
diperolehnya pertumbuhan ekonomi tersebut terus
menga ami pembauran. Dalam satu dekadeterakhir
ini muncul diskursus yang lebih intensif mengenai
pentingnya factor “kelembagaan (institutions)
sebagai variabel yang mendorong pertumbuhan
ekonomi suatu negara. investasi ,khususnya untuk
meningkatkan kapasitas individu (human capital)
maupun berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi
produktif [1].

K elembagaan dapat beroperasi baik dalamlevel
makro maupun level mikro. Padalevel mikro, aspek
kelembagaan lebih dikenal sebagai suatu institu-
tional arrangement yang lebih mengedepankan
aspek institutional of goverence. Institutional ar-
rangement pada dasarnya adalah arrangement
antar unit ekonomi yang mengatur bagaimana
anggotainstitusi tersebut bersaing maupun bekerja
sama. Dalam level mikro, kelembagaan lebih
ditekankan pada caramengel olatransaksi, termasuk
di dalamnyamenyangkut transaks pasar, quasi mar-
ket dan kontrak. Dalam kelembagaan kelautan dan
perikanan sering diterjemahkan sebagai ingtitutional
arrangement yaitu kelembagaan yang berperan
penting dalam mengatur mekanisme al okasi sumber
daya yang sering bersifat unique (khas)[2].

Kondisi geografis, SDA yang melimpah,
teknologi yang memadai, dan penduduk yang
bermutu sangat mungkin menjadi sumber
pertumbuhan ekonomi; namun semuaitu tidak akan
memacu kesej ahteraan apabilatidak dipandu dengan
sistem kel embagaan ekonomi yang baik. Inilah yang
terjadi di banyak negara berkembang sehingga
seluruh potensi ekonominya menjadi mubazir dan
terjerembab dalam keterbel akangan dan kemiskinan
yang tiada berujung[3].Kelembagaan memiliki
sumbangan yang penting dalam pembangunan
ekonomi mengingat adanya kegagal an pasar sebagai
akibat mahalnya informasi dan pelaku pasar yang
tidak menggunakan semuainformasi yang diperoleh
atau tidak mampu diperoleh[4].

K etidaksempurnaan informas dan keterbatasan
dalam kapasitas mengolah informasi akan
mempengaruhi biaya transaksi yang mendasari
pembentukan kel embagaan. Biayatransaksi muncul
sebagai akibat informasi yang mahal dan asimetris.
Biaya yang muncul tidak hanya untuk menjamin
terjadinyatransaksi melainkan pula biayamonitor-
ing dan enforcement costs. Pelaku ekonomi yang
menguasal informas dapat dengan mudah merenggut
keuntungan karena kel embagaan merupakan modal
sosial yang sebagai manafaktor produks 1ain seperti
maodal, tenagakerja, dan teknologi sertahuman capi-
tal, ikut menentukan tingkat output atau kesejahteraan
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dari suatu negara. Masalah-masalah
keti daksempurnaan muncul hampir di setiap kegiatan
ekonomi selama terdapat potensi kegagalan
mekanisme pasar yang diakibatkan oleh ekternalitas
dalam produksi, eksistensi barang publik,

o hidden action dan hid-
den type, dan unforeseen contingencies.

Proses perubahan kel embagaan untuk menjadi
kelembagaan yang | ebih baik dari keadaan sekarang
secara fungsional akan melibatkan keajegan-
keaj egan hubungan atau hubungan-hubungan yang
bersifat tetap antaratata kel embagaan (institutional
arrangement) sebagai aspek statik (static aspect)
dan mekanisme kelembagaan (institutional frame-
work) sebagai aspek dinamik (dinamic
aspect).Kesadaran (consciousness) kelembagaan
terhadap kesel uruhan proses perubahan yang terjadi
dalam dirinya untuk menjadi lebih baik akan mampu
menghasilkan perubahan sistem.Hanya perubahan
sistem yang didasarkan pada kesadaran
kelembagaan semacam inilah yang akan mampu
menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang
dihadapi ol eh kelembagaan.

Sedangkan aspek mekanisme kelembagaan
sebagai format aspek dinamik,meliputi: (1)
mekanisme atau kerangka kerja dari pelaksanaan
kewenangan,tugas pokok,dan fungsi lembaga
sebagai manadapat diketahui melalui penafsiran dan
penal aran terhadap landasan hukum disertai dengan
argumentasi yang rasional; (2) jejaring kerja
antarl embaga sebagai mana dapat dipahami melal ui
penafsiran dan penal aran terhadap landasan hukum
disertai dengan argumentasi yang rasional; dan (3)
hasil kerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
lembaga sebagaimana dapat diketahui melalui
penafsiran dan penal aran terhadap landasan hukum
disertai dengan argumentasi yang rasional.(4) sarana
dan prasaranauntuk mel aksanakan kewenangan, tugas
pokok, dan fungsi |lembaga sebagaimanadapat diketahui
melaui penafsiran dan penadaran terhadap landasan
hukum disertai dengan argumentas yangrasional; (5)
sumber daya manusia yang dibutuhkan sebagai
pelaksana kewenangan, tugas pokok, dan fungsi
lembaga sebagaimana dapat diketahui melalui
penafsiran dan pendaran terhadap landasan hukum
disertai dengan argumentasi yang rasional; dan (6)
sumber daya manusia sebagai the man behind the
gun yang memiliki kemampuan untuk menentukan
tingkat keberhasilan dari pelaksanaan kewenangan,
tugas pokok, dan fungsi kembaga.

Sedangkan aspek mekanisme kelembagaan sebagai
format aspek dinamik, meliputi: (1) mekanisme atau
kerangka kerja dari pelaksanaan kewenangan, tugas
pokok, dan fungsi |lembaga sebagaimanadapat diketahui

melaui penafsiran dan pendaran terhadap landasan
hukum disertai dengan argumentasi yangrasional; (2)
jgjaring kerja antarlembaga sebagaimana dapat
dipahami melalui penafsiran dan penadaran terhadap
landasan hukum disertai dengan argumentasi yang
rasiona; dan (3) hasi| kerja pelaksanaan tugas pokok
danfungs lembagasebaga manadapat diketahui melaui
penafsiran dan penalaran terhadap landasan hukum
disertai dengan argumentasi yangrasional.

Patut disadari bahwa kelembagaan tidaklah
statis, namun dinamis sesuai dengan interkasi sosial,
ekonomi, dan politik yang mempertemukan antar
kepentingan. Sifat dinamis kelembagaan juga
disebabkan oleh berubahnya nilai-nilai dan kultur
masyarakat seiring dengan perubahan masa. Dengan
demikian, kelembagaan pasti akan berubah sesuai
dengan tantangan atau kondisi zaman, padatitik ini
perubahan kel embagaan memiliki duadimens pokok,
yaitu: (a) perubahan kelembagaan disebabkan
dianggap sebagai pengaruh dari perubahan
kepentingan dan konfigurasi pelaku ekonomi, sosial
dan politik; dan (b) perubahan kel embagaan sengaja
didesain untuk memengaruhi (mengatur) kegiatan
tersebut. Dalamkonteksini perubahan kel embagaan
sama pentingnya dengan desain kelembagaan itu
sendiri. Sejalan dengan hal tersebut Pakpahan,
terdapat tiga unsur dalam menentukan faktor
kelembagaan, yaitu batas yuridiksi, property right
dan aturan representatif, sehingga struktur
kelembagaan tidak dengan sendirinya dapat diukur
dan diamati secaralangsung[5].

Kelembagaan dari sudut ekonomi merupakan
suatu sistem pengambilan keputusan yang dianut oleh
masyarakat dan melahirkan aturan permainan yang
menyangkut alokasi sumber daya serta cara
pemanfaatanyagunameningkatkan kesegj ahteraan[6].
Selain itu, definisi kelembagaan lainnya adalah
lembaga yaitu bentuk persekutuan antaradua orang
atau lebih yang bekerja sama serta secara formal
terikat dalam rangka mencapai suatu tujuan yang
telah ditetapkan, dalam ikatan mana terdapat
seseorang/beberapa orang yang disebut atasan dan
seseorang/sekelompok orang disebut sebagai
bawahan[7].

Menurut Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pel ayaran Bab | Pasal
1 ayat (14) menyebutkan kepelabuhanan adalah
segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan
fungsi pelabuhan untuk mendukung kelancaran,
keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal,
penumpang dan/atau barang, keselamatan dan
keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/
atau antarmoda serta mendorong perekonomian
nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan
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tata ruang wilayah[8]. Selanjutnya dalam ayat (16)
dijelaskan pel abuhan adal ah tempat yang terdiri atas
daratan dan/atau perairan dengan batas-batas
tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan
kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai
tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/
atau bongkar muat barang, berupa terminal dan
tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan
fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan
kegiatan penunjang pel abuhan serta sebagai tempat
perpindahan intra-dan-antarmoda transportasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan amanat undang-undang Nomor
17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, fungsi Syahbandar
Pelabuhan Kendari adalah melaksanakan fungsi
keselamatan dan keamanan pelayaran yang
mencakup pel aksanaan, pengawasan dan penegakan
hukumdi bidang angkutan di perairan,kepel abuhanan
dan perlindungan lingkungan maritim di
pelabuhan.Selain melaksanakan fungsi tersebut,
syahbandar membantu pelaksanaan pencarian dan
penyelamatan (Search and Rescue/SAR) di
pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.Sedangkan tugas syahbandar
antara lain: mengawasi kelaiklautan kapal,
keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan
pel abuhan dan alur-pelayaran; mengawasi kegiatan
alihmuat di perairan pelabuhan; mengawasi kegiatan
salvage dan pekerjaan bawah air; mengawasi
kegiatan penundaan kapal ; mengawasi pemanduan;
mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta
limbah bahan berbahaya dan beracun; mengawasi
pengisian bahan bakar; mengawasi ketertiban
embarkasi dan debarkasi penumpang; mengawas
pengerukan dan reklamasi; mengawasi kegiatan
pembangunan fasilitas pelabuhan; melaksanakan
bantuan pencarian dan penyelamatan; memimpin
penanggulangan pencemaran dan pemadaman
kebakaran di pelabuhan; dan mengawasi
pel aksanaan perlindungan lingkungan maritim.

Serta kewenangan syahbandar yaitu:
mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan
di pelabuhan; memeriksa dan menyimpan surat,
dokumen,dan warta kapal ; menerbitkan persetujuan
kegiatan kapal di pel abuhan; melakukan pemeriksaan
kapal; menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;
melakukan pemeriksaan kecel akaan kapal; menahan
kapal atas perintah pengadilan; dan melaksanakan
sijil Awak Kapal.

Pelabuhan perikanan mempunyai tugas
mel aksanakanfasilitasi produks dan pemasaran hasil

perikanan di wilayahnya, pengawasan pemanfaatan

sumber daya ikan untuk pelestariannya dan

kelancaran kegiatan kapal perikanan,sertapelayanan
kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.Dalam
rangka melaksanakan tugas tersebut, pelabuhan

perikanan menyel enggarakan fungsi: [11]

1) perencanaan, pembangunan, pengembangan,
pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian
serta pendayagunaan sarana dan prasarana
pel abuhan perikanan;

2) pelayanan teknis kapal perikanan dan
kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;

3) pelaksanaanjasadan fasilitas usahaperikanan;

4) pengembangan dan fasilitasi penyuluhan serta
pemberdayaan masyarakat perikanan;

5) pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di
wilayahnyauntuk peningkatan produksi distribus
dan pemasaran hasil perikanan;

6) pelaksanaan fasilitasi publikasi hasil
riset,produksi dan pemasaran hasil perikanan di
wilayahnya;

7) pelaksanaan fasilitasi pemantauan wilayah
pesisir dan wisata bahari;

8) pelaksanaan pengawasan penangkapan sumber
daya ikan dan penanganan pengolahan,
pemasaran, serta pengendalian mutu hasil
perikanan dan pengendalian mutu hasil
perikanan;

9) pelaksanaan pengumpulan,pengolahan dan
penyajian data perikanan serta pengolahan
sisteminformasi;

10) pelaksanaan urusan keamanan,ketertiban dan
pelaksanaan kebersihan kawasan pelabuhan
perikanan;

11) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah
tangga.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya,PPS Kendari menyelenggarakan jenis
pel ayanan kepada pengguna jasa,antaralain: Tambat
labuh; Inspeks pembongkaran ikan; Penyediaan cool
box; Pengawasan mutu (uji formalin dan uji
organopletik); Penyediaaninformas pasar (hargadan
jenisikan); Penerapan log book perikanan; Penerbitan
Surat Persetujuan Berlayar (SPB); Penerbitan Surat
Keterangan Pendaratan lkan (SKPI); Penerbitan
Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI); Penerbitan
Surat Keterangan Asal |kan (SKALI); Penyediaan
informasi cuaca maritim; Perbantuan perizinan
(SIPIL,SIKPI dan SIUP); Penyebaran informasi
daerah penangkapan ikan; Pelayanan K5; Pelayanan
kesehatan; Pelayanan air; Pelayanan listrik;
Pelayanan BBM; Pelayanan sewalahan industri dan
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gedung; Penyuluhan perikanan; dan Perpustakaan.

Terkait dengan tugas pelayanan
kesyahbandaran, PPS Kendari mengeluarkan
beberapa jenis perizinan sebagai syarat persetujuan
berlayar untuk kapa perikanan, antaralain Surat Ukur,
TandaK ebangsaan Kapal, Sertifikat K esempurnaan,
Buku Pelaut, Sertifikat K elaikan Pengawakan, Buku
Kesehatan, Sertifikat Radio, Surat Laik
Operasional L og Book dan Surat 1zin Penangkapan/
Pengangkutan Ikan.

Pada tahap awal analisis SWOT dilakukan
identifikasi faktor pendorong dan penghambat dalam
implementasi pel aksanaan program pengembangan
kelembagaan pelabuhan laut dan pelabuhan
perikanan SamuderaK endari.ldentifikas ini diperoleh
dengan cara wawancara secara mendalam dan
bahan-bahan tulisan dari institusi Pelabuhan Laut
Kendari dan pelabuhan Perikanan Samudera
Kendari,yang padaakhirnya merumuskan sebanyak
20faktor yang terdiri dari sepuluh faktor pendorong
dan sepuluh faktor penghambat,sebagai mana
disgjikan dalamtabel 1.

Tabel 1.

Untuk menentukan faktor yang menjadi
kebutuhan pencapaian tujuan,dan sasaran perlu
menkondisikan faktor-faktor terhadap setiap faktor
yang teridentifikasi,suatu faktor disebut penting
terhadap pencapaian tujuan apabilamemiliki nilai lebih
dari faktor yanglain. Sejauhmanapentingnyafaktor
yang teridentifikasi secara internal dan eksternal
dapat ditindaklanjuti dengan melakukan komparasi
antar faktor tabel 3.

Tahapan kemudian menentukan faktor eksternal
e o ~opportunities) dan
hambatan (threats). Kebutuhan, keinginan dan
harapan merupakan masukan yang harus diolah dan
mendatangkan manfaat yang besar pada masa
mendatang dikategorikan sebagai peluang (oppor-
tunities). Sebaliknya suatu faktor eksternal yang
tidak mendatangkan manfaat malahan mungkin
menghalangi pencapaian program atau misi dari
pengel ol aan pel abuhan perikanan dan pelabuhan laut
dikategorikan sebagai ancaman (threats). Ancaman
adalah suatu kondisi yang dapat menghalangi bahkan
menimbulkan risiko kegagal an dalam mencapai tujuan
yang diinginkan. Dari sepuluh faktor pendorong dan
sepuluh faktor penghambat ditemukan 12 faktor yang
bersifat internal dan eskternal dan kemudian

Hasll Identifikes Faktor Pendorong dan Penghambet dalam Kelembagan Pdabuhan

No. Faktor Pendorong

No. Faktor Penghambat

10.

Adanya dukungan yang kuat dari masyarakat terhadap
keberadaan kel embagaan pel abuhan laut dan pelabuhan
perikanan

Adanya tugas dan fungs yang ditetapkan o eh peraturan
perundang-undangan untuk melakukan pengelolaan
pel abuhan laut dan pelabuhan perikanan

Tersedainya peraturan  perundang-undangan  untuk

mel akukan pengeloaan pelabuhan

Adanya kesediaan pemerintah daerah dalam mendukung
kelembagaan pelabuhan

Terjadinya kerusakan lingkungan dan ekosstem di
sekitar area pelabuhan laut dan pel abuhan perikanan

Sektor pelabuhan sebagai salah satu sumber pendapatan
negara

Tersedainya SDM kesyahbandaran, baik di pelabuhan
laut dan pelabuhan perikanan yang berwenang daam
pemberian persetujuan berlayar sesuai kompetensi dan
kualifikas

Adanya kemauan dan kons gensi pihak legislator dalam
menyusun  peratran  perundang-undangan  yang
mendukung efektivitas dan efisiensi  pengelol aan
pel abuhan laut dan pelabuhan perikanan

Adanya sumber daya ekonomi baik perdagangan maupun
sumber dayaikan yang membutuhkan|okas pendaratan

Adanya teknolog komunikas dan informasi semakin
maj udalam pengelolaan pelabuhan

Lemahnya koordinasi antara aparat dalam instand
1. yang menangani kel aiklautan kapal

Adanya duplikasi peraturan perundang-undangan yang
2. mengataur tertang kelaiklautan antara pelabuhan
peri kanan dan pel abuhan | aut

Pelaksanaan  pengelolaan pelabuhan laut dan
3. pelabuhan perikanan belum sesuai dengan harapan
masyarakat/stakeholder.

Adanya persepsi yang berbeda antara aparat di
4. lapangan dalam pengelolaan kelembagaan pel abuhan
peri kanan dan pel abuhan | aut

Adanya pemanfastan sumber daya pelabuhan yang
tidak sesuai dengan fungsinya

Pendapatan negara melalui sektor pelabuhan sering
6. tidak dilakukan secara trangparan baik daam
pel aporan penggunaannya.

Sifat ego sektoral yang mengedepankan kepentingan
institus mas ng-masing

8. Sistemlegidas di Indonesiayang belum baik

Penanganan muatan kapal laut maupun hasil
tangkapanikandi pelabuhan belum efektif dan efisen

10 Sarana dan prasarana lembaga/ingitusi pelabuhan laut
" dan pel abuhan peri kanan bel um memadai

Sumber: Hasl analiss
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dirumuskan menjadi enam faktor internal dan enam
faktor eksternal sebagai manaterteradalam tabel 2.

Tabel 2.
|dentifikag Faktor Internd dan Faktor Eksernd

FAKTORINTERNAL

STRENGHTS

W

WEAKNESSES

S

1 Adawya tuges dan fungsi yang ditetapkan deh

peauan peundang-undangan untuk melakukan

pengel olaan pelabuhan laut dan peldbuhan perikanan

2 Adawa dkungan kua dai masyarakat terhadap
keberadaan kelembegeen pelabuhen  laut  dan
peabuhan perikanan

3 Tersadanya kompetend dan kudifikes SDM
pdabuhan laut dan pdabuhan perikanan yang sesua
dengan tupoksi

1

Adanyaduplikas peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang kel aikl autan antara pel abuhan
perikanan dan pelabuhan laut

Leméahnya koordinesi antaragparat ddamingand yang
menangani kelaiklautan kapa

Pel ak sanaan pengel olaan pelabuhan laut dan perikanan
belum sesuai dengan hargpan masyarakat/sakehd der.

FAKTOR EKSTERNAL

OFPORTUNITIES

T

THREATS

|0

Adarya kemauan dan konsgens pihek legislaor
ddam menyusun peraturan perundang-undangan yang
mendukung  efektivitas dan efisens  pengeldaan
pelebuhan laut dan pdabuhan perikanan.

2 Adawya kesdaan pemeintsh dograh dadam

mendukung kdembeagaan pelabuhan

3 Adawya sunber daya ekonom bak perdagangan
mauoun sunber daya perikanan yang membutuhkan
sarana pelabuhan

1

Adanya egosektord yang mengedeparkan kepentingan
masing-mesing indang dalam pengel olaan pelabuhan

Sarana dan prasgam lenbagdingitud  pelabuhan laut
dan pelabuhan perikanan yang belkum memaadai
Pendgpaan negara meldui sektor peabuhan belum
dikelda secara transparan dan akuntanbel.

Sunbe : Hasll analisis

Untuk menentukan faktor yang menjadi kebutuhan
pencapai an tujuan, dan sasaran perlu menkondisikan
faktor-faktor terhadap setiap faktor yang teridentifikad,
suatu faktor dissbut penting terhadap pencapaiantujuan
apabila memiliki nilai lebih dari faktor yang lain.
Segjauhmana pentingnya faktor yang teridentifikas
secara internal dan eksternal dapat ditindaklan;juti
dengan melakukan komparas antar faktor (tabel 3.).

Komparasi antara faktor ini menunjukkan
seberapa penting atau menjadi kebutuhan untuk
pencapaian tujuan dan sasaran.Faktor yang telah
dilakukan komparasi antarafaktor mempunyai nilai
tertinggi 5 (Nilai Faktor,NF=5), sehinggadikatakan
bahwa faktor tersebut sangat tinggi dalam
mendukung pencapai an tujuan.

Hasil tabel 3 menunjukkan bahwa nilai faktor
(NF) tertinggi adalah 4 dengan jumlah NF = 14,maka
untuk persentase bobot faktor (BF%) dapat dihitung
dengan rumus:

NI _
Z_N x 100% = 1%

Bobot faktor (BF) merupakan hasil sebagai
suatu kondis yang menjadi kebutuhan,sedangkan nilai
faktor (NF) dihitung seberapa banyak pentingnya
suatu faktor terhadap faktor lainnya.Dalam tabel 3
terlihat bahwa faktor S1 yaitu adanya tugas dan
fungsi yang telah ditetapkan melalui peraturan
perundang-undangan lebih penting terhadap tiga

faktor lainnya dari enam faktor internal. Tahapan
berikutnyaadal ah menentukan nilai bobot keterkaitan
(NBK) yang diperoleh dari NBK = NRK x BFyaitu
nilai relatif keterkaitan (NRK) dikalikan dengan bobot
faktor (BF).Dalamdimens keterkaitan antarafaktor
internal dan eksternal suatu organisasi maka akan
tercipta sinergi dalam mendukung misi
organisasi.Oleh karena itu setiap pimpinan dan
anggota organisasi perlu menentukan NRK tiap
faktor dengan memakai skala 1 sampai 5.

Daam andisisini terdapat enam faktor internal
dan enam faktor eksternal yang harus dinilai
keterkaitannya, sehinggaterdapat duabe asfaktor yang
dinilai keterkaitannya. Tigp faktor diberi kode Suntuk
strenghts (S1, S2, S3), kode W untuk weaknesses
(W1, W2W3), kode O untuk opportunities (01, O2,
03), dankodeT untuk threats(T1, T2, T3). Pertanyaan
yang muncul adalah adakah keterkaitan antara faktor
S1 (misalnya) dengan faktor S2 dalam mencapai mis
pelabuhan. Kaautidak adamakanila keterkaitan (NK)
adalah 0, sedangkan kalau ada maka NK berkisar
antaral sampa 5. Dengan menggunakan pertanyaan
seperti di atas dapat diperoleh NK faktor S1 dengan
2, S3, W1, W2, W3, 01, 02, O3, T1, T2, dan T3.
Sdanjutnyauntuk menghitung nila rata-rataketerkaitan

(NRK) digunakan dengan rumus:
NRK TNRK
YN -1
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Tebd 3.
Kompaas Urgens Faktor Intemal dan Ekgernal
No Faktor Internal S 2 8 W1 W2 W3 NF BF
SL Adanya tugas dan fungs yang ditetapkan deh SE S wl w2 s1o3 021
peraturan  paundang-undangan  untuk  melakukan
pengel olaan pelabuhan laut dan pdabuhan perikanan
2 Adaya dikungan kut dai mesyarckat tehacep SL [l 2 wi 2 ws 2 o5
keberadaan kdembegaan pdabuhan laut dan
pelabuhan perikanan -
S Tewdana kampaens dn kudifikd oM St 2 ffw: w2 s 1 o
pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan yang sexuai
dengan tupoks
WL Adnya dulikes perauran perndangundngn w1 w1 wi [ 4 0
yang menggtur tentang kelaiklautan antara pelabuhan
perikanan dan pelabuhan laut -
W2  Lemehnya koordined antara gpaat ddam ingdansi W2 S22 W2 W1 I.I 3 021
yang menangan kelaiklauitan kapel ]
W3  Peldkenan pengeolan pelabuien lat dn St w3 3 w1 w2 [l 1 oo
perikenan  bdum  sesi@  dengan hargoan
masyarakat/stakehol der. -
Jumlah 14 100
No Faktor Ekstemd 0oL 02 O3 T1 T2 T3 NF BF
Ol Adnya kemaen cn korssens phok legsaor [JJffor 03 oo 11 o1 3 os0
dalam menyusun peraturan  perundang-undangan
yang mendukung efektivitas dan efisgensi pengelolaan
pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan.
02 Adnya kessdieen pemerinteh deech daam O1 o2 02 T 12 2 020
mendukung kel embagaan pel abuhan ]
03 Adnya sumber daya ekonomi baik pedegagen 03 02 [l o3 T2 T2 2 020
mauoun sumber daya peaikanan yang membutuhkan
saranapdabuhan -
T1 Adnya epsktod yag mengedepaken o1 02 o3 [ 2 ™ 1 o
kepentingan masng-masng indad  dadam
pengeldaan pelabuhan -
T2  Swanadanprasranalembagaiinsitus pdabuhentat 1 11 T1 T2 [ 2 1 o0
dan pdabuhan perikanan yang belkum memaadai e
T3 Pedapatan negara melalui sektor pelsbuhen beum o1 T2 T2 11 T2 [l o0
dikel olasecara trangparan dan akuntanbel. ]
Jumlah 10 100

Sumber: Hadl andliss

Dimana NRK adalah nilai rata-rata
keterkaitan, TNRK adalah total nilai keterkaitan
faktor,misalnya untuk nilai S1 = 45,dan ?N adalah
jumlah faktor eksternal daninternal yangdinilai yaitu
12 - 1 = 11, maka diperoleh nilai NRK untuk S1 =
4.09 (Lampiran 1).Selanjutnyaperlu ditentukan nilai
bobot keterkaitan (NBK) tiap faktor yang dihitung
dengan rumus NBK = NRK x BF.Dalam
perhitungan untuk S1 (Lampiran 1) diperoleh nilai
bahwa BF = 0.21,dan nilai NRK = 4.09,maka nilai
NBK = 4.09 x 0.21 = 0.86.Nilai NBK faktor lain
dihitung dengan rumus yang sama dan hasilnya

dicatat padakolom NBK dalam Lampiran 1 sebagai
tabel nilai relatif keterkaitan faktor internal dan
eksternal .

Selain itu,angka-angka juga digunakan untuk
menentukan total nilai bobot (TNB) yang diperoleh
dengan rumus TNB = NBD + NBD.Sebagai contoh
untuk faktor S1,nilai NBD = 0.65 dan nilai NBK =
0.86,makanila TNB =0.65+ 0.86 = 1.51.Perhitungan
TNB tiap faktor internal dan eksternal dilakukan
dengan cara yang sama.Dari perhitungan-
perhitungan tersebut di atas dilakukan evaluasi
terhadap faktor internal dan eksternal sebagaimana
disgjikandalam tabel 4.
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Tabd 4.
Evaluasi Faktor Internal dan Eksterndl
No Faktor Intend dan Ekstema BF ND NBD NRK NBK TNB
Faktor Intemal

Sl Adawya tuges dan fungs yang dtetapkan oleh peratwran 013 5 065 355 08 151
paundang-undangen  untlk  melakukan  pengdolaan
pdabuhan laut dan pelabuhan perikanan

S Adawyadukungankuat dari masyarakat terhadgp keberadaan 013 3 039 327 061 100
kdembagaan pel abuhan laut dan pel abuhan perikanan

3 Tesaainyakonpetens dankudifikes SDM pelabuhenlat 013 4 052 355 029 081
danpelabuhan peikanan yang sesud dengan tupoks

W1 Adawya dupikes perduran perundangundangan yang 033 5 165 318 127 2R
mengatur tentang kdaiklautan antara pelabuhan peikanan
danpelabuhan laut

W2 Lemehnya koordinas antara aparat ddam indansi yang 021 4 084 327 08 170
menangan kelaiklautan kapel

W3 Pdaksanean pengeldaan pelabuhan laut dan peikanan 007 4 028 336 020 05
bdum sesual dengan hargpan masyarakat/stakehad der.

Faktor Eksternd

01 Adawya kemauan dan konddens pihek legidagor ddam 013 5 065 336 13 201
menyusun peraturan perundang-undangan yang mendukung
efektivitas dan efisens pengeldaan pelabuhan laut dan
pdabuhan perikanan.

02 Adawya kesdiaan pemeiintgh daerah ddam mendukung 013 4 052 355 08 1
kdembagaan pelabuhan

O3 Adanya sumber daya ekonomi baik perdegangan meuoun 013 5 065 345 093 158
umber dayaperikanan yang membutuhkan saranapelebuhan

T1 Adawa egosktord yang mengedeparkan kepentingan 013 3 039 318 03 071
masing-masing ingtans dalam pengel olaan pelabuhan

T2 Sarama dan prasrama lembagdinditus pelabuhen lat dan 034 5 170 400 048 218
peabuhan perikanan yang belkum memeadal

T3  Pendgpaan negara meldu sektor pdabuhan bdumdikelda 014 3 042 391 030 072

secara trangparan dan akuntanbel.

Surber: Hadl amaliss

Tabd 4 menunjukkan beberapanila yang terkait
yaitunilai urgens (NF,BF),nilai dukungan (ND,NBD)
dannilai keterkaitan (NK,NRK,NBK) dan TNB tiap
faktor-faktor telah teridentifikasi.|dentifikas tersebut
dapat digunakan sebagai acuan atau dasar
pengambil an serangkai an keputusan yakni penentuan
atau pemilihan faktor kunci keberhasilan dan peta
posisi kekuatan kelembagaan pelabuhan laut dan
pelabuhan perikanan serta strategi yang harus
dilakukan dalam pengel ol aan kel embagaan.

Dari tabel 4 diketahui bahwanilai TNB untuk S
=3.32,nila TNB untuk W =5.19,nilai TNB untuk O
= 4.91,dan nilai TNB untuk T = 3.61.Nilai yang
terbesar adalah weaknesses dan menyusul
opportunities,threats dan strengths ditempat yang
terakhir.Hal ini memberikan gambaran bahwa
kelembagaan pengawasan SDI masih memiliki
kelemahan,tetapi mempunyai peluang untuk dapat
dikembangkan. Total skor pengurangan faktor weak-

nesses dengan faktor strenghts adalah (W) 5.19 —
(S) 3.32 = 1.87,sedangkan untuk opportunities dan
threats = (O) 4.91 — (T) 3.61 = 1.30.Dari nilai ini
dapat diketahui bahwa posisi kelembagaan berada
padakuadran 111 (1.87 ; 1.30),sebagai manadisajikan
dalam gambar 1.

Selain dilakukan analisis SWOT terhadap
kel embagaan pel buhan, jugaakan dilakukan analisis
perbandingan hukum antaraduaundang-undang yang
menjadi dasar hukum bagi kedua lembaga
melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang. Terkait
dengan kgjianini, setel ah dilaksanakan wawancara,
maka didapatkan hasil bahwa masih ada pendapat
yang menyatakan bahwa masih adanya aturan yang
tumpang tindih dan ego yang kuat dari masing-
masing instansi sehingga aturan yang dijalankan
menjadi tidak jelas dan masih adanya perbedaan
persepsi bagi aparat penegak hukum di laut terhadap
persyaratan kelaiklautan bagi kapal perikanan,
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BERBAGAI
PEL UANG
(1.87:1.30)
KUADRAN Il KUADRAN |
MENDUKUNG STRATEGI MENDUKUNG STRATEGI
TURN AROUND AGRESIF
KELEMAHAN KEKUATAN
INTERNAL INTERNAL
KUADRAN IV KUADRANII
MENDUKUNG STRATEGI MENDUKUNG STRATEGI
DEFENSIF DIVERSIFIKASI
BERBAGAI
ANCAMAN

Gamba 1. Poss Keembagaan Pelabuhan Laut dan Perikanan pedaBebagai Kondis

sehingga menimbulkan beberapa kapal nelayan yang
terhambat beraktifitas karena dilakukannya
pemeriksaan yang seharusnya tidak diperlukan.
Untuk permasalahan ini, makaakan dilakukanandisis
terhadap dua undang-undang, yaitu Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan
Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perikanan, yang disampaikan dalam tabel 5.

Kewajiban kapal untuk memiliki Surat
Persetujuan Berlayar,sama-sama diatur dalam
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 dan Undang-
undang Nomor 45 Tahun 2009.Terkait hal tersebut
maka dalam hal menghindari tumpang tindih
kewenangan dan menghilangkan ego sektoral yang
dimiliki masing-masing lembaga,perlu diperhatikan
beberapahal sebagai berikut:

Surat Persetujuan Berlayar yang dike uarkan
deh Syahbandar
(2) Surat  Persetujuan Berlayar  sebagaimarma
dmaksud pada ayat (1) tidak diberikan pada
kapal atau dicabut gpabila ketertuan yang
meiputi: (@) kesdamatan kapal; (b)
percegahan pencemaran dari  kapal; (c)
pengawakan kapal; (d) garis muat kapa dan
pemuatan; (€) kesgahteraan awak kapa dan
kesehatan penumpang; (f) status hukum kapdl;
(@) mangemen kesdamatan dan pencegahan
percemaran dari kapa; dan (h) mangemen
keamanan kapd; dilanggar.
Pasal 224 aya (2): Sijil awa kapal dilakukan
dengan tahgpan: huruf (a) penandatanganan
perjanjian kerja laut yang dilakukan oleh pelaut
dan perusahaan angkutan yang diketshui oleh
syahbandar; dan huruf (b) berdasarkan
penandatanganan  perjanjian  laut,  nahkoda
memasukkan nama dan jabatan awak kapal sesuai
dengan kompetensinya ke dalam buku gjil yang
disahkan ol enh syahbandar.

Tabel 5.
Sandingan Kewgji ban Administrasi bagi Kapal
Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009
Permasdlahen Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tertang Perikanan
Syarat Pasd 219 Pasal 43:
kel aklautan (1) Sdigp kapal yang berlayar wagib memiliki  Setiap kapa yang mel akukan kegiatan peri kanan wajib

memiliki surat lak operas kapa perikanan dari
pengawas peri kanan tanpa dikenai biaya.

Pasd 44: SQurat Persetyuan Berlayar dikeluarkam
apabila mendapatkan Surat L aik Operas (SLO) setelah
memenuhi: persyaratan adminisrad, meliputi (8
pemeriksaan dokumen kapa perikanan meliputi SIPI
adi; (b) tanda perluasan pungutan hasl perikanan adi;
(c) stiker barcode untuk kapa perikanan diatas 30 GT;
(d) Surat keterangan Aktivad Transmitter (SKAT)
untuk kapa perikanan diatas 60 GT; dan (e) SLO adi
untuk kapal perikanan yang telah melakukan kegiatan
perikanan, dan persyaraan teknis mdipui: (8
kesesuaiam fisik kgpa dengan SIP, bahan kapd,
merek, nomor mesn utama, tanda sdar dan nama
panggilar/cdl sign; (b) kesesuaian jenis ukuran dat
penangkapan ikan dengan SIF; dan (C) keberadaan dan
kesktifan dat pemantauan kapal perikanan.

Sunbe : Hasll analisis
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1. Harusdibedakan antarakapal perikanan dengan
kapal niaga sebagai moda transportasi,dimana
kapal perikanan sebagai kapal penangkap dan/
atau pengangkut ikan sebagai aat penunjang
kegiatan untuk melakukan kegiatan perikanan
dan aktivitasnya dari pelabuhan perikanan ke
lokasi penangkapan ikan (fishing
ground).Sedangkan kapal niaga melakukan
kegiatan dari pelabuhan ke pelabuhan (port to
port).

3. Nelayan menurut Undang-undang Nomor 45
Tahun 2009 tentang Perikanan bahwa definisi
nelayan ada ah orang yang matapencahariannya
melakukan penangkapan ikan di laut,sedangkan
pel aut adalah orang yang pekerjaannyaberlayar
di laut.

Dengan mengetahui posisi kelembagaan
Pelabuhan Laut Kendari dan Pelabuhan Samudera
Perikanan Kendari berada pada kuadran yang tepat
makalembagaakan dapat mengambil keputusan yang
lebihtepat,yaitu:

1. Jika posisi kelembagaan pelabuhan laut dan
pelabuhan perikanan pada kuadran |
mengartikan,bahwa situasi ini sangat
menguntungkan yaitu kelembagaan pel abuhan
laut dan pel abuhan perikanan,memiliki peluang
dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan
peluang yang ada. Strategi yang harusditerapkan
dalam posisi ini adalah mendukung kebijakan
perkembangan kelembagaan pel abuhan laut dan
pelabuhan perikanan yang agresif.

2. Kelembagaan pelabuhan laut dan pelabuhan
perikanan berada pada kuadran Il berarti
menghadapi ancaman,tetapi kelembagaan
pelabuhan laut dan pel abuhan perikanan masih
memiliki kekuatan internal.Strategi yang
dilakukan adal ah menggunakan kekuatan untuk
memanfaatkan pel uang jangka panjang dengan
carastrategi diversifikasi.

3. Jikakelembagaan pelabuhan laut dan pelabuhan
perikanan di Kendari berada dalam posisi
kuadran Il menunjukkan kelembagaan
mempunyai peluang yang besar,tetapi di lain
pihak kelembagaan memiliki kelemahan
internal .Fokus yang harus dilaksanakan adalah
meminimalkan masal ah-masalah internal
kelembagaan pelabuhan laut dan pelabuhan
perikanan sehingga dapat merebut peluang
dalam mel akukan pengembangan pelabuhan laut
dan pelabuhan perikanan dengan carayanglebih
baik.

4. Posisi kelembagaan pelabuhan laut dan
pelabuhan perikanan pada kuadran 1V
menunj ukkan bahwa kel embagaan pengawasan

menghadapi situasi yang sangat tidak
menguntungkan,disebabkan selain posisi
kelembagaan yang menghadapi berbagai
ancaman jugamenghadapi kelemahaninternal.

Dalam tahap pengambilan keputusan,matriks
SWOT dirujuk kembali dan mengkaji posisi
kelembagaan pelabuhan laut dan pelabuhan
perikanan saat ini.Jika melihat kuadran dari
kelembagaan pelabuhan laut dan pelabuhan
perikanan tersebut di atas dapat dilakukan kombinas
strategi yang tepat. Posisi strategis yang harus
dilakukan oleh kelembagaan adalah strategi WO
yaitu: (1) melakukan penataan kelembagaan
pel abuhan laut dan pel abuhan perikanan yang terkait
dengan adanya duplikasi peraturan perundang-
undangan; dan (2) adanya kemauan dan konsistensi
pihak legislator dalam menyusun peraturan
perundang-undangan yang mendukung efektivitasdan
efisiensi pengel olaan pelabuhan laut dan pelabuhan
perikanan.Datahasi| perkembangan disgjikan dalam
Gambar 2.

Penataan kelembagaan pelabuhan laut dan
pelabuhan perikanan melalui pengkajian peraturan
perundang-undangan agar tidak terjadi duplikasi
adalah: (1) tahapan penyusunan peraturan
perundang-undangan pelabuhan laut dan pelabuhan
perikanan mulai dari masyarakat/pemangku
kepentingan sampai antar sektor yang berkaitan
dengan kel embagaan pel abuhan laut dan pelabuhan
perikanan perlu dilakukan harmonisasi semuaunsur
sehingga substansi berada dalam suatu payung
hukum,dengan menjadi patokan adalah tugas dan
fungsi institusi/kementerian dan (2) penanganan
pelanggaran yang sudah terkait dengan tekhnis
institusi/kementerian,seharusnya diberikan kepada
instansi tekhnisyang terkait dengan tugas pokok dan
fungsi.Sedangkan adanya kemauan dan konsistensi
pihak legislator dalam menyusun peraturan
perundang-undangan yang mendukung efektivitasdan
efisiensi pengel olaan pelabuhan laut dan pelabuhan
perikanan,harus diciptakan kemauan politik untuk
sesegera mungkin mel akukan hal tersebut.

Sejalan dengan pembahasan SWOT
diatasterkait dengan analisis sandingan Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2008 dan Undang-undang
Nomor 45 Tahun 2009 tentang aspek administrasi
dalam kelaiklautan,maka dapat dirumuskan hal
sebagai berikut:

1. Perlu adanya harmonisasi pada Pasal 219
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 dan
Pasal 42 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009
agar nelayan yang melakukan pengurusan
administrasi kelaiklautan tidak diberatkan oleh
persyaratan yang saling tumpang tindih.
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STRENGTH (S) WEAKNESS (W)
Adanya tugasdan fungsi yang Adanya duplikas peraturan
INTERNAL ditetapkan olen  peraturan perundang-undangan yang
perundang-undangan  untuk mengatur terntang kelaiklautan
melakukan pengelol aan antara pelabuhan  perikanan
pdabuhan laut dan pelabuhan dan pelabuhan laut
perikanan Lemahnya koordinasi artara
Adanya dukungan kuat dari goarat ddam indgand yang
mesyarakat terhadap menangani kelaiklautan kapal
keberadaan kelembagaan Pelaksanaan pengelol aan
pelabuhan laut dan pelabuhan pelabuhan laut dan perikanan
perikanan bedum sesua dengan harapan
EKSTERNAL Tersdainya kompetensi dan masyarakat/stakehol der.
kudifikad SDM pelabuhan
laut dan pelabuhan perikanan
yang sesua dengan tupoks
OPPORTUNITIES (O) STRATEGI SO STRATEGI WO
Adanya kemauan dan Dayagunkan tugas dan fungd Melakukan penataan
konsigend  pihak legidator pengembangan kelembagaan kdembaggan dengan cara
dalanm  menyusun  peraturan pdabuhan laut dan pelabuhan menghilangkan adanya
perundang-undangan yang perikanan agar dapat duplikasi peraturan perundang-
mendukung  efektivitas  dan mendukung efektivitas dan undangan tentang tupokasi
efisend pengelolaan pelabuhan efisiensi pengelol aan pelabuhan laut dan pelabuhan
laut dan pelabuhan perikanan kelembagaan peabuhan. perikanan yang tumpang tindih
Adanya kesediaan pemerintah untuk mel akukan pengelol aan
dagrah ddam  mendukung kdembagaan pdabuhan yang
kelembagaan pel abuhan efektif danefiden.
Adanya sumber daya ekonomi
baik  perdagangan  mauoun
umber daya perikanan yang
membutuhkan sarana pel abuhan
THREATS(T) STRATEGI ST STRATEGI WT
Adanya  egosektorad  yang Dayagunakan tugas dan Hilangkan duplikas peraturan
mengedepankan  kepentingan fungsi pengembangan perundang-undangan yang
masngmadng instansi daam kelembagaan pelabuhan laut menumbuhkan egosektora
pengel olaan pelabuhan dan pelabuhan perikanan agar aar pengembangan
Sarana dan prasarana dapat  mengurangi aau kdembagaan pelabuhan laut

lembagalingitus pelabuhan laut
dan pelabuhan perikanan yang
belum memadai

Pendapatan negara mealui
sektor pelabuhan belum dikd ola
secara trangparan dan
akuntanbel.

menghilangkan  egosektoral
ddam pengelolaan pelabuhan
laut dan pel abuhan peri kanan.

dan pelabuhan perikanan dapat
dilakukan secara optimal.

Gambar 2. PetaPos s Kekuatan Kelenbagaan Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Perikanan

2. Perluadanyaperhatian terhadap pemberlakukan
sijil awak kapal nelayan agar tidak diberlakukan
kembali,karenasijil awak kapal hanya berlaku
antara perusahaan angkutan dengan pelaut.

3. Perluadanyaintegrasi program penerbitan Surat
Persetujuan Berlayar yang masih dikeluarkan
oleh kedua lembaga ini.Hal ini penting untuk
meminimalisir kewajiban kelaiklautan bagi
nelayan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisisyang dilakukan dalam
penelitian tentang analisis kel embagaan pelabuhan
laut dan pel abuhan perikanan di K otaK endari,dapat
dirumuskan bahwa peningkatan kinerjapengelolaan
pel abuhan laut dan pel abuhan perikanan di Kendari
semakin meningkat,namun demikiandi salah satusis
terjadi peningkatan tuntutan akan pertambahan
sarana dan prasarana sebagi akibat meningkatnya
permintaan pelayanan baik kualitas maupun kuntitas
oleh pengguna pelabuhan laut dan pelabuhan
perikanan.
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Penataan kelembagaan pelabuhan laut dan
pelabuhan perikanan di KotaK endari perlu dilakukan
dengan carainventarisasi dan harmonisas pasal demi
pasal dari peraturan perundang-undangan yang
menyangkut pelaksanaan pengel ol aan pel abuhan laut
dan pel dbuhan perikanan,antaralain: Undang-Undang
Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran,dan
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan.

Tahapan inventariasasi permasalahan untuk
penyempurnaan peraturan perundang-undangan
pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan dalam
penataan pengelolaan kelembagaan dimulai dari
menampung aspirasi masyarakat/pemangku
kepentingan sampai antar sektor yang berkaitan
dengan kel embagaan pel abuhan laut dan pel abuhan
perikanan agar harmonisasi semua unsur sehingga
substansi berada dalam suatu payung hukum,dengan
menjadi patokan adalah tugas dan fungsi institusi/
kementerian.

Kemauan dan konsistensi pihak legidlator dalam
menyusun peraturan perundang-undangan yang
mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan
pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan,harus
diciptakan kemauan politik untuk sesegeramungkin
melakukan hal tersebuit.
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